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Abstrak 

Tujuan Penelitian ini yakni : 1) Mendeskripsikan Bagaimana pengaturan hukum terkait 
akta jual tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan 2) mendeksripsikan dan menganalisis 
Bagaimana kedudukan akta jual tanah sebagai alat bukti hukum dalam penyelesaian 
sengketa pertanahan di Indonesia berdasarkan praktik hukumnya. Metode Penelitian. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal dengan mengkaji kaidah, 
asas, dan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang 
digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Data berupa data sekunder 
dengan bahan hukum primer. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dianalisis 
deskriptif-analitis dan disimpulkan kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian 
secara komprehensif ilmiah. Hasil Penelitian, Pengaturan hukum akta jual tanah dalam 
sistem hukum pertanahan Indonesia menunjukkan adanya fondasi yuridis yang kuat 
untuk menjamin kepastian, perlindungan, dan kemanfaatan hukum. Akta jual tanah yang 
dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna atas 
peralihan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, 
dan peraturan terkait. Dalam sistem pendaftaran tanah yang menganut prinsip negatif 
berunsur positif, akta jual tanah menjadi syarat utama balik nama dan penerbitan 
sertifikat, sekaligus sarana menciptakan tertib administrasi pertanahan dan mencegah 
sengketa. Sedangkan dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan, akta jual tanah 
memiliki kedudukan sentral sebagai alat bukti hukum utama, baik dalam proses 
peradilan maupun non-litigasi. Akta ini membuktikan legalitas peralihan hak, kehendak 
para pihak, serta pemenuhan prosedur hukum. Namun, keabsahannya dapat 
dipersoalkan apabila dibuat secara tidak sah, sehingga menegaskan pentingnya kehati-
hatian PPAT dalam pembuatannya. 
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PENDAHULUAN 

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis, sosial, ekonomi, dan 
budaya yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai tempat tinggal, lahan 
pertanian, lokasi usaha, dan simbol status sosial, tanah sering kali menjadi objek yang sangat 
bernilai dan oleh karenanya kerap kali menimbulkan sengketa di tengah masyarakat. Sengketa 
pertanahan bukan hanya terjadi antarindividu, tetapi juga antara individu dengan badan hukum, 
bahkan dengan negara. Kompleksitas persoalan pertanahan di Indonesia dapat dipahami dari 
realitas historis, yuridis, dan sosiologis yang menyertainya. (Prawira, I,G, 2016) 

Salah satu bentuk bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah yang sering menjadi pokok 
perkara dalam sengketa adalah akta jual beli tanah. Dalam praktiknya, akta jual tanah sering 
digunakan oleh pihak yang merasa memiliki tanah untuk membuktikan hak atas objek tanah 
tertentu. (Citra, R,A, 2020) Namun demikian, meskipun akta jual tanah merupakan dokumen 
otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 
keberadaan akta ini tidak serta merta menyelesaikan persoalan hukum pertanahan yang muncul. 
Hal ini disebabkan karena kedudukan akta jual tanah sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian 
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perdata khususnya dalam konteks sengketa pertanahan masih memunculkan perdebatan, baik dari 
aspek formalitas hukum maupun dari fakta sosial yang menyertainya. (Gaol, S,L, 2020) 

Secara normatif, hukum pertanahan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan, yang titik sentralnya terletak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA memberikan dasar hukum bagi 
pengaturan hak-hak atas tanah, termasuk mekanisme pendaftaran tanah untuk menjamin 
kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak. Dalam konteks ini, akta jual 
beli tanah memiliki peran penting sebagai dokumen pendukung proses peralihan hak atas tanah 
yang akan didaftarkan pada kantor pertanahan. Pembuatan akta jual tanah oleh PPAT merupakan 
salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum proses balik nama atau perubahan sertifikat 
dilakukan. (Iftitah, A, 2014) 

Namun, pada kenyataannya, tidak semua akta jual tanah diikuti dengan proses pendaftaran 
hak atas tanah di kantor pertanahan. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa dengan 
adanya akta jual beli, tanpa harus didaftarkan, telah cukup menjadi bukti sah atas kepemilikan 
tanah. Pandangan ini tidak hanya keliru, tetapi juga menjadi akar dari banyaknya sengketa 
pertanahan. (Masriani, Y,T, 2022) Ketika terjadi perselisihan, pihak-pihak yang berperkara akan 
mengajukan berbagai dokumen, termasuk akta jual tanah, sebagai alat bukti di hadapan pengadilan. 
Namun pengadilan akan menilai apakah akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang 
sempurna, terlebih jika terdapat sertifikat atas nama pihak lain yang telah didaftarkan secara 
resmi. (Sari, R,M, 2018) 

Pertanyaan krusial yang muncul kemudian adalah: Sejauh mana kedudukan akta jual tanah 
dapat dijadikan bukti hukum yang sah dalam penyelesaian sengketa pertanahan? Dalam hukum 
acara perdata, dikenal adanya pembagian alat bukti menjadi bukti tertulis, bukti saksi, 
persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akta jual tanah, sebagai dokumen yang dibuat oleh pejabat 
umum (dalam hal ini PPAT), tergolong sebagai akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Artinya, akta tersebut memiliki kekuatan 
pembuktian yang sempurna selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Namun demikian, kekuatan 
ini bersifat formil, yakni hanya membuktikan apa yang tertulis dalam akta dan bukan substansi 
peristiwa jual beli itu sendiri, terutama jika proses jual beli tidak diikuti dengan penguasaan fisik 
atas tanah atau terjadi cacat prosedur administratif. (Utama, et.,al, 2021) 

Lebih jauh, dalam praktik peradilan, tidak jarang ditemukan kasus di mana dua pihak 
mengklaim hak atas sebidang tanah dengan bukti yang sama-sama dianggap sah, yakni satu pihak 
membawa akta jual tanah dan pihak lain menunjukkan sertifikat hak atas tanah yang telah 
terdaftar. Dalam kasus seperti ini, pertentangan antara kekuatan pembuktian akta dan sertifikat 
akan diuji oleh hakim, dan sering kali sertifikat yang didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) mendapatkan kekuatan hukum yang lebih kuat. Hal ini sejalan dengan asas publisitas dalam 
pendaftaran tanah, di mana setiap hak atas tanah yang telah terdaftar mempunyai perlindungan 
hukum terhadap pihak ketiga. (Damayanti, D,A, 2020) 

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dan realitas 
sosial yang terjadi di masyarakat. Banyak warga masyarakat, khususnya di daerah pedesaan atau 
daerah yang akses terhadap pelayanan pertanahan terbatas, masih belum memahami pentingnya 
pendaftaran tanah secara resmi setelah terjadi transaksi jual beli. Mereka lebih mengandalkan 
surat-surat transaksi jual beli atau akta jual tanah sebagai bukti penguasaan. Celakanya, 
ketidaktahuan ini justru membuka ruang bagi konflik pertanahan, terutama ketika terjadi tumpang 
tindih hak atau muncul pihak ketiga yang memiliki sertifikat atas objek tanah yang sama. 

Fenomena ini diperparah dengan masih lemahnya sistem administrasi pertanahan di 
Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembenahan melalui program 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan digitalisasi layanan pertanahan, praktik mafia 
tanah dan pemalsuan dokumen masih kerap terjadi. Dalam konteks ini, akta jual tanah yang sah 
pun dapat kehilangan kekuatan pembuktiannya apabila ternyata berlandaskan data fisik dan 
yuridis yang tidak akurat atau bahkan fiktif. Oleh karena itu, pembuktian dalam sengketa 
pertanahan seringkali melibatkan rangkaian pembuktian yang kompleks, termasuk konfirmasi 
terhadap riwayat penguasaan, saksi-saksi, dan keabsahan prosedur jual beli tanah. 

Dalam konteks akademik, analisis mengenai posisi akta jual tanah sebagai alat bukti hukum 
perlu dikaji dari berbagai dimensi, baik dari sisi yuridis normatif maupun dari pendekatan empiris. 
Dari sisi hukum positif, perlu ditelaah bagaimana ketentuan dalam UUPA, Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan pelaksanaannya mengatur 
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tentang pembuatan dan penggunaan akta jual tanah dalam proses peralihan hak. Di samping itu, 
dari sisi praktik peradilan, penting untuk melihat bagaimana pengadilan menilai dan 
mempertimbangkan akta jual tanah dalam putusan-putusan terkait sengketa pertanahan.  

Studi ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam penyelesaian sengketa 
pertanahan di Indonesia dengan mendorong perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas PPAT, serta 
edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya prosedur hukum formal dalam jual beli 
tanah. Pemahaman yang utuh tentang kedudukan akta jual tanah sebagai bukti hukum akan turut 
memperkuat sistem hukum agraria nasional yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan 
kemanfaatan hukum. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana 
kedudukan akta jual tanah sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa pertanahan, apa saja 
yang menjadi kelemahan atau kekuatan yuridisnya, serta bagaimana praktik peradilan 
menginterpretasikan dan menggunakan akta tersebut dalam proses pengambilan putusan. 

Urgensi penelitian ini diadasrkan pada pertimbangan sebagai berikut: pertama, Masih 
tingginya angka sengketa pertanahan di Indonesia, baik antarindividu maupun dengan badan 
hukum atau pemerintah; kedua, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi yuridis akta 
jual tanah dan pentingnya proses pendaftaran tanah; ketiga, Kebutuhan akan kepastian hukum 
dalam transaksi pertanahan di tengah meningkatnya nilai ekonomi tanah; keempat,  Tantangan 
dalam sistem pembuktian perdata, terutama dalam menilai kekuatan akta otentik dibanding 
dokumen pertanahan lainnya; kelima, Urgensi reformasi pertanahan, khususnya dari aspek 
transparansi, akuntabilitas, dan integrasi data pertanahan. 

Ruang lingkup dan Batasan Penelitian ini yakni pada kajian hukum terhadap kedudukan 
akta jual tanah sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia, dengan 
menitikberatkan pada dua aspek utama, yakni pengaturan hukum yang mengatur keberadaan, 
fungsi, dan prosedur pembuatan akta jual tanah, serta kekuatan pembuktiannya dalam praktik 
peradilan, khususnya dalam perkara sengketa hak atas tanah. Secara normatif, ruang lingkup 
penelitian mencakup analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
pertanahan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, serta peraturan teknis lainnya yang mengatur tentang tugas dan wewenang 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian juga mencermati kedudukan akta jual tanah dalam 
sistem hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) dan Hukum Acara Perdata. 

Secara empiris dan praktis, penelitian ini membatasi kajiannya pada peran akta jual tanah 
dalam konteks sengketa pertanahan yang diajukan ke pengadilan, dengan menelaah bagaimana 
hakim mempertimbangkan kekuatan akta tersebut dibanding alat bukti lainnya, seperti sertifikat 
hak atas tanah atau bukti penguasaan fisik. Untuk mendukung hal tersebut, akan dianalisis pula 
yurisprudensi dan putusan pengadilan yang relevan. 

Dengan demikian, ruang lingkup penelitian tidak mencakup aspek teknis pertanahan seperti 
pengukuran atau pemetaan, tetapi berfokus pada dimensi yuridis normatif dan praktik hukum 
perdata dalam sistem pembuktian atas hak tanah melalui akta jual beli. Penelitian ini bertujuan 
untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap posisi akta jual tanah dalam sistem 
hukum nasional, serta signifikansinya dalam menciptakan kepastian hukum dalam transaksi dan 
sengketa tanah. 

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana 
pengaturan hukum terkait akta jual tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku? (2) Bagaimana kedudukan akta jual tanah sebagai 
alat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia berdasarkan praktik 
hukumnya? 

 
METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 
doktrinal yakni dengan mengkaji kaidah hukum, asas hukum dan norma hukum yang terdapat 
dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif. (Irwansyah,  2020). Pendekatan yang 
digunakan Yakni Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual 
(Conceptual Approach). Jenis dan Sumber Data yakni data sekunder dengan bahan hukum 
primernya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik 
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pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka 
(library study). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang seakurat mungkin guna menjawab 
permasalahan pokok dalam penelitian ini. Sedangkan Tehnik Analisis Data yakni deskripsi analitis 
dan penarikan kesimpulan secara kualitatif. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengaturan hukum terkait akta jual tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, tanah merupakan salah satu objek hukum 
yang memiliki posisi strategis karena berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan 
politik. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai peralihan hak atas tanah, termasuk melalui 
jual beli, menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan 
hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Akta jual beli tanah merupakan instrumen hukum 
yang berfungsi sebagai bukti otentik atas adanya transaksi peralihan hak kepemilikan tanah dari 
satu pihak ke pihak lain. Dalam konteks ini, sistem hukum pertanahan di Indonesia mengatur 
secara tegas dan terstruktur mengenai bentuk, prosedur, dan kekuatan hukum akta jual beli tanah 
melalui berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria, 
Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

Dasar hukum utama yang mengatur tentang tanah di Indonesia adalah Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menetapkan 
bahwa seluruh hak atas tanah di Indonesia berada dalam kerangka hukum nasional yang 
berlandaskan pada hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 
negara. Dalam Pasal 19 UUPA ditegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah 
melakukan pendaftaran tanah yang meliputi pengukuran, pemetaan, pembukuan hak, penerbitan 
sertifikat, dan pencatatan peralihan hak. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa jual beli tanah sebagai 
bentuk peralihan hak wajib didaftarkan agar diakui oleh negara dan memiliki kekuatan hukum 
yang sah. 

Sementara itu, secara lebih teknis, pengaturan mengenai tata cara peralihan hak atas tanah, 
khususnya melalui jual beli, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, yang menggantikan PP Nomor 10 Tahun 1961. Dalam Pasal 37 ayat (1) PP 
24/1997 disebutkan bahwa peralihan hak atas tanah karena jual beli hanya dapat didaftarkan 
apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang 
berwenang. Ini menunjukkan bahwa akta jual beli tanah haruslah berbentuk akta otentik yang 
dibuat oleh pejabat berwenang dan bukan cukup dengan perjanjian di bawah tangan antara para 
pihak. PPAT berperan sentral dalam menjamin legalitas formal dari transaksi tersebut, karena akta 
yang dibuat olehnya akan digunakan sebagai dasar pendaftaran peralihan hak di kantor 
pertanahan. 

Lebih lanjut, PPAT diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 
Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa PPAT 
bertugas untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum tertentu mengenai hak 
atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Jual beli tanah merupakan salah satu objek 
penting yang harus dicatat dan dituangkan dalam bentuk akta otentik oleh PPAT. Dalam hal ini, 
PPAT juga wajib memeriksa kelengkapan dokumen, identitas para pihak, keabsahan hak atas tanah, 
dan memastikan bahwa transaksi dilakukan secara sukarela dan sah secara hukum. 

Adapun akta jual beli tanah harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar sah menurut hukum. 
Unsur-unsur tersebut antara lain adalah adanya objek jual beli yang jelas (yakni bidang tanah yang 
sudah bersertifikat atau terdaftar), para pihak yang cakap hukum (penjual dan pembeli), adanya 
harga atau nilai transaksi yang disepakati, serta persetujuan bebas dari para pihak. Dalam 
pelaksanaan teknisnya, sebelum dilakukan penandatanganan akta jual beli, PPAT akan 
memverifikasi dokumen seperti sertifikat tanah, identitas para pihak, surat pemberitahuan pajak 
terhutang (SPPT), surat setoran pajak (SSP), bukti pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB), serta perizinan lain jika diperlukan, seperti izin menjual untuk tanah warisan 
atau milik bersama. 

Dalam hal perpajakan, jual beli tanah dikenakan beberapa kewajiban perpajakan sesuai 
peraturan perundang-undangan. Penjual tanah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 
2,5% dari nilai transaksi (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016), sementara 
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pembeli dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari Nilai 
Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NPOPTKP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. Pembayaran pajak-pajak ini menjadi syarat mutlak sebelum akta jual 
beli dapat ditandatangani dan didaftarkan ke kantor pertanahan. 

Setelah akta jual beli tanah ditandatangani, PPAT wajib menyampaikan akta tersebut beserta 
dokumen pendukung lainnya ke kantor pertanahan setempat dalam jangka waktu paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997. Kantor 
pertanahan kemudian akan memproses pendaftaran peralihan hak dan menerbitkan sertifikat hak 
milik atas nama pembeli. Dalam sistem ini, pendaftaran tanah memiliki sifat deklaratif, artinya hak 
kepemilikan atas tanah secara hukum dianggap berpindah sejak didaftarkan dan dicatatkan dalam 
buku tanah, bukan hanya berdasarkan perjanjian jual beli semata. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem administrasi pertanahan, pemerintah 
juga mengatur pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Melalui 
sistem ini, akta jual beli tanah tetap harus dibuat oleh PPAT, namun proses pencatatan peralihan 
hak dapat dilakukan secara daring melalui sistem elektronik yang disediakan oleh BPN. Sistem ini 
diharapkan dapat mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi serta efisiensi 
dalam layanan pertanahan. 

Namun, meskipun akta jual beli tanah memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai akta 
otentik, hal tersebut tidak serta-merta kebal dari pembatalan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa 
kasus di mana akta jual beli tanah dibatalkan oleh pengadilan karena adanya cacat hukum, seperti 
pemalsuan identitas, penipuan, paksaan, ketidaksesuaian objek, atau karena tanah yang 
diperjualbelikan ternyata berada dalam sengketa. Oleh karena itu, kehati-hatian, due diligence, dan 
pemeriksaan secara menyeluruh atas status hukum tanah menjadi sangat penting sebelum 
melakukan jual beli tanah. 

Selain pengaturan pada tingkat nasional, jual beli tanah juga tunduk pada kebijakan otonomi 
daerah yang dapat mengatur teknis pelaksanaan jual beli tanah melalui Peraturan Daerah atau 
Peraturan Bupati/Wali Kota, khususnya terkait penetapan NPOPTKP, retribusi layanan pertanahan, 
serta pelayanan administrasi terkait izin lokasi dan izin peruntukan. Hal ini menuntut sinergi 
antara instansi pusat (BPN) dan pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pertanahan yang 
efisien, akuntabel, dan adil. 
Lebih jauh, dalam konteks hukum perdata, jual beli tanah juga harus tunduk pada ketentuan dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III tentang Perikatan. Pasal 
1457 KUHPerdata mendefinisikan jual beli sebagai suatu persetujuan, di mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga 
yang telah dijanjikan. 

Meskipun ketentuan ini bersifat umum, prinsip-prinsip hukum perdata tetap relevan sebagai 
dasar dalam menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian jual beli tanah, termasuk syarat subjektif 
(kecakapan para pihak), syarat objektif (objek transaksi yang halal dan dapat diperjualbelikan), 
serta adanya kesepakatan dan causa yang halal. 

Dalam hal jual beli tanah oleh atau kepada warga negara asing, hukum pertanahan di 
Indonesia memberikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPA, 
bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Warga negara 
asing hanya diperbolehkan memiliki hak pakai, itupun dengan syarat tertentu. Oleh karena itu, 
apabila suatu akta jual beli tanah mencantumkan pihak pembeli yang berstatus WNA untuk hak 
milik, maka transaksi tersebut dianggap cacat hukum dan tidak dapat didaftarkan. 

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaan jual beli tanah, 
seperti sengketa batas tanah, tumpang tindih sertifikat, mafia tanah, hingga penyalahgunaan 
wewenang oknum PPAT atau pejabat pertanahan. Oleh karena itu, reformasi agraria dan 
digitalisasi sistem pertanahan yang saat ini sedang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN menjadi 
langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat perlindungan hukum 
masyarakat, serta mengurangi potensi konflik agraria yang sering terjadi. 

Dengan demikian pengaturan hukum terkait akta jual beli tanah dalam sistem hukum 
pertanahan di Indonesia telah diatur secara sistematis dan komprehensif melalui berbagai 
instrumen hukum mulai dari UUPA, PP 24/1997, peraturan Kepala BPN, hingga Peraturan Menteri 
ATR. Akta jual beli tanah wajib berbentuk akta otentik yang dibuat oleh PPAT dan menjadi dasar 
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untuk mendaftarkan peralihan hak ke kantor pertanahan. Dengan sistem ini, diharapkan tercipta 
kepastian hukum, perlindungan hak, serta tertib administrasi pertanahan di Indonesia. Namun, 
implementasi dari sistem ini masih memerlukan pengawasan yang ketat, peningkatan kapasitas 
aparatur, dan penguatan integritas lembaga pertanahan untuk mewujudkan sistem hukum 
pertanahan yang adil, efisien, dan berkelanjutan. 

Dalam pelaksanaan jual beli tanah, selain aspek normatif dan prosedural, aspek sosiologis 
dan yuridis-praktis juga patut diperhatikan. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, seringkali 
praktik jual beli tanah tidak selalu mengikuti jalur formal yang ditetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan. Banyak masyarakat masih melakukan jual beli tanah berdasarkan 
kesepakatan lisan atau perjanjian tertulis di bawah tangan tanpa melibatkan PPAT atau tanpa 
mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan. Transaksi semacam ini secara hukum tidak memenuhi 
unsur formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997, sehingga dapat 
menimbulkan risiko hukum yang tinggi seperti sengketa, penguasaan tanah secara melawan 
hukum, dan penghapusan hak. 

Fenomena tersebut mengindikasikan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat, 
terutama di daerah pedesaan atau daerah dengan akses terbatas terhadap layanan pertanahan. 
Oleh karena itu, selain regulasi yang ketat, pendekatan sosialisasi, edukasi hukum, dan pelayanan 
publik yang responsif menjadi faktor penunjang dalam menjamin efektivitas pengaturan hukum 
jual beli tanah. Pemerintah perlu secara aktif mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi 
jual beli tanah sesuai prosedur yang benar, termasuk melalui program sertifikasi tanah gratis 
(PTSL), konsultasi hukum gratis, serta penguatan kapasitas PPAT di daerah. 

Di sisi lain, aspek teknologi informasi dan digitalisasi juga memberikan dimensi baru dalam 
pengaturan hukum jual beli tanah. Implementasi sistem peta digital, basis data tanah elektronik 
(Land Information System), dan aplikasi Sentuh Tanahku oleh Kementerian ATR/BPN telah 
membuka peluang bagi integrasi data, transparansi informasi, dan pemantauan yang lebih akurat 
terhadap proses jual beli tanah. Melalui digitalisasi ini, pembeli dapat memverifikasi status tanah 
secara langsung sebelum membeli, menghindari transaksi tanah sengketa atau tanah yang tumpang 
tindih. Namun, implementasi teknologi juga menghadapi tantangan tersendiri, antara lain terkait 
keamanan data, keterbatasan akses internet di daerah terpencil, dan resistensi dari pihak-pihak 
yang tidak siap beradaptasi dengan sistem baru. 

Selain itu, penting pula untuk melihat fungsi akta jual beli tanah dalam konteks pembuktian 
hukum. Sebagai akta otentik, akta jual beli tanah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna 
terhadap isi, tanggal, dan pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa atau gugatan di 
pengadilan, akta jual beli yang dibuat oleh PPAT memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat dan 
menjadi dasar hukum yang diakui oleh hakim. Namun, apabila terbukti bahwa akta tersebut 
mengandung cacat hukum, seperti dibuat berdasarkan data palsu, keterangan fiktif, atau dibuat 
dengan itikad tidak baik, maka akta tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. 

Aspek perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik juga menjadi perhatian penting 
dalam hukum pertanahan. Dalam banyak kasus, pembeli yang telah membeli tanah dengan proses 
yang sah, membayar pajak, dan telah menguasai tanah secara nyata, justru digugat oleh pihak lain 
yang mengklaim sebagai pemilik sah. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung dalam berbagai 
putusannya telah menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik, 
selama ia melakukan transaksi berdasarkan prinsip kehati-hatian dan telah memverifikasi status 
tanah secara formal. Meskipun demikian, pembuktian "itikad baik" tetap menjadi persoalan 
interpretatif dan harus dinilai secara kasuistik oleh pengadilan. 

Salah satu instrumen pelengkap yang mendukung akta jual beli tanah adalah Surat Kuasa 
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), terutama 
dalam transaksi jual beli tanah yang melibatkan pembiayaan melalui lembaga keuangan (kredit 
pemilikan tanah atau rumah). Dalam hal ini, akta jual beli akan dikaitkan dengan hak tanggungan 
sebagai jaminan atas kredit, dan harus didaftarkan di Kantor Pertanahan sesuai dengan UU No. 4 
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan 
Tanah. Akta jual beli menjadi bagian penting dari rangkaian dokumen hukum yang melindungi 
kepentingan bank dan pembeli secara bersamaan. 

Lebih lanjut, peran notaris dan PPAT dalam sistem hukum jual beli tanah menjadi semakin 
kompleks. Selain membuat akta, mereka memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk 
memastikan bahwa semua dokumen pendukung adalah sah dan tidak bermasalah. Dalam beberapa 
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kasus, PPAT dapat dikenai sanksi administratif, bahkan pidana, apabila terbukti melakukan 
kelalaian atau rekayasa dalam pembuatan akta jual beli tanah. Oleh karena itu, profesionalisme dan 
integritas PPAT sangat menentukan kualitas dan keabsahan suatu transaksi jual beli tanah. 

Dalam konteks penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, pengaturan hukum mengenai 
jual beli tanah juga mencakup mekanisme penyelesaian apabila terjadi konflik antara para pihak. 
Sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau melalui jalur litigasi di pengadilan. 
Pemerintah juga menyediakan forum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menangani 
sengketa administrasi pertanahan, serta pengadilan perdata untuk menangani sengketa 
keperdataan antara pembeli dan penjual. Keberadaan Komisi Yudisial, Ombudsman, dan lembaga 
pengawas lainnya turut menjadi instrumen checks and balances dalam sistem pertanahan. 

Khusus untuk tanah adat dan wilayah masyarakat hukum adat, jual beli tanah memiliki 
dimensi hukum yang berbeda. Meskipun UUPA mengakui keberadaan hak ulayat, peralihan hak 
atas tanah adat seringkali diatur oleh hukum adat setempat dan belum sepenuhnya terakomodasi 
dalam sistem administrasi pertanahan formal. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam 
pembuatan akta jual beli tanah di wilayah-wilayah adat karena tidak semua tanah adat telah 
disertifikasi. Dalam hal ini, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif, agar hak-
hak masyarakat adat tetap terlindungi tanpa menghambat kepastian hukum dalam jual beli tanah. 

Dari sudut pandang kebijakan pembangunan nasional, pengaturan akta jual beli tanah juga 
terkait erat dengan isu tata ruang, pengendalian pemanfaatan tanah, dan investasi. Pemerintah 
melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya telah mendorong percepatan perizinan dan 
kemudahan berusaha, termasuk dalam pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. Dalam 
konteks ini, akta jual beli tanah menjadi salah satu alat penting dalam pengadaan lahan yang harus 
dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai prosedur hukum agar tidak menimbulkan konflik 
horizontal di masyarakat. 

Sebagai penutup, penting ditekankan bahwa sistem hukum pertanahan Indonesia bertumpu 
pada asas legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak, dan kemanfaatan. Akta jual beli tanah 
bukan hanya dokumen administratif, melainkan juga manifestasi dari sistem hukum nasional yang 
menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Oleh karena itu, seluruh 
pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat, pemerintah, PPAT, hingga aparat penegak hukum, harus 
menjalankan perannya secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keadilan 
substantif. Dengan demikian, pengaturan hukum terkait akta jual beli tanah tidak hanya menjadi 
norma tertulis, tetapi benar-benar menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkeadilan dan 
berkelanjutan. 
 
Kedudukan Akta Jual Tanah Sebagai Alat Bukti Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa 
Pertanahan Di Indonesia Berdasarkan Praktik Hukumnya. 

Dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, akta jual tanah—khususnya akta jual beli 
tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)—memiliki posisi yang sangat strategis 
dan menentukan, terutama dalam konteks pembuktian hukum dalam sengketa pertanahan. Akta 
jual tanah ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga memiliki kekuatan 
pembuktian hukum yang kuat dan otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam konteks ini, akta jual tanah menjadi alat bukti 
otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna atas isi dan kebenaran peristiwa hukum 
yang tercantum di dalamnya, sejauh tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang berkepentingan. 

Sengketa pertanahan di Indonesia kerap kali terjadi karena berbagai faktor seperti tumpang 
tindih kepemilikan, transaksi jual beli di bawah tangan, pemalsuan dokumen, konflik waris, atau 
penguasaan fisik oleh pihak lain yang tidak memiliki hak. Dalam proses penyelesaian sengketa 
tersebut, baik di peradilan umum maupun di pengadilan tata usaha negara, akta jual tanah menjadi 
salah satu alat bukti utama untuk menegaskan keabsahan kepemilikan atau peralihan hak atas 
tanah. Kedudukan akta jual tanah ini menjadi sangat krusial karena mampu menunjukkan bahwa 
suatu transaksi peralihan hak telah dilakukan secara sah menurut hukum, dilakukan di hadapan 
PPAT, dan telah memenuhi syarat formil serta materiil. 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 37 ayat (1), peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya 
dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Ini menunjukkan bahwa 
akta jual beli tanah bukan sekadar pelengkap administratif, tetapi merupakan syarat sahnya 
pendaftaran peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, akta tersebut menjadi instrumen legal 
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formal yang menentukan sah atau tidaknya pengalihan hak tanah dalam perspektif hukum agraria 
Indonesia. Dalam praktiknya, akta ini menjadi bukti yang dominan dalam perkara sengketa tanah 
karena keberadaannya telah melewati serangkaian proses legal-formal, mulai dari verifikasi 
identitas para pihak, pengecekan sertifikat hak atas tanah, hingga pelaporan ke kantor pertanahan. 

Dalam konteks penyelesaian sengketa pertanahan, akta jual tanah memiliki tiga fungsi 
utama: (1) sebagai alat bukti adanya peristiwa hukum peralihan hak; (2) sebagai dasar untuk 
mendaftarkan peralihan hak di kantor pertanahan agar memperoleh kekuatan hukum penuh; dan 
(3) sebagai bukti kuat yang menunjukkan adanya kehendak dan kesepakatan para pihak dalam 
transaksi. Ketiga fungsi ini menjadikan akta jual beli tanah sebagai alat pembuktian yang dapat 
dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. 

Kekuatan pembuktian akta jual tanah ini ditegaskan pula dalam sejumlah yurisprudensi 
Mahkamah Agung. Dalam beberapa perkara, MA telah menempatkan akta PPAT sebagai alat bukti 
yang sah dan otentik, selama tidak ada bukti yang menyatakan bahwa akta tersebut cacat hukum, 
dibuat berdasarkan keterangan palsu, atau dibuat tanpa kehadiran para pihak secara nyata. 
Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2975 K/Pdt/2001, majelis hakim menyatakan 
bahwa akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT memiliki kekuatan pembuktian otentik, sehingga 
kedudukan hukum pembeli dalam perkara tersebut dilindungi meskipun kemudian muncul klaim 
pihak lain atas tanah tersebut. 

Namun demikian, kekuatan pembuktian akta jual tanah tidak bersifat absolut. Artinya, 
meskipun akta tersebut otentik, pihak lawan tetap dapat mengajukan bukti lain yang membuktikan 
bahwa akta tersebut dibuat dengan cara yang melanggar hukum, atau bahwa substansi yang 
dituangkan dalam akta tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dalam konteks ini, akta jual 
tanah dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum jika terbukti ada unsur 
cacat hukum, misalnya terdapat pemalsuan tanda tangan, tidak dihadiri oleh para pihak, atau 
adanya itikad tidak baik. Oleh karena itu, meskipun akta jual tanah memiliki kekuatan pembuktian 
yang tinggi, tetap terbuka ruang gugatan terhadap keabsahannya melalui pembuktian terbalik. 

Dalam praktiknya, berbagai permasalahan muncul terkait akta jual tanah sebagai alat bukti, 
antara lain ketika terjadi tumpang tindih hak atas sebidang tanah yang melibatkan dua atau lebih 
akta jual beli dari PPAT yang berbeda. Masalah ini biasanya timbul akibat keterlambatan dalam 
proses pendaftaran di kantor pertanahan, kelalaian PPAT dalam verifikasi data yuridis dan fisik 
tanah, atau bahkan karena rekayasa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam situasi 
seperti ini, akta jual tanah tetap menjadi alat bukti utama yang akan diuji keabsahan formal dan 
materiilnya di hadapan hakim, yang kemudian akan menilai siapa pemegang hak yang sah 
berdasarkan prinsip itikad baik dan asas prioritas dalam hukum pendaftaran tanah. Selain itu, 
dalam konteks gugatan terhadap kepemilikan tanah, keberadaan akta jual tanah juga menjadi 
pembeda antara pembeli yang beritikad baik dan pembeli yang lalai. Mahkamah Agung dalam 
sejumlah putusannya cenderung memberikan perlindungan hukum kepada pembeli yang dapat 
membuktikan telah melakukan transaksi secara sah, didampingi PPAT, dan telah mendaftarkan 
tanah tersebut ke BPN. Hal ini menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, 
serta mendorong masyarakat untuk mematuhi prosedur hukum formal dalam transaksi jual beli 
tanah. 

Penting pula untuk dicermati bahwa akta jual tanah hanya berlaku sebagai bukti perbuatan 
hukum, bukan sebagai bukti kepemilikan yang absolut. Dalam sistem pendaftaran tanah di 
Indonesia, bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan. Akta jual beli tanah hanya menjadi dasar untuk pengajuan pendaftaran peralihan hak. 
Oleh karena itu, dalam perkara sengketa tanah, hakim tidak semata-mata melihat pada akta jual 
tanah, tetapi juga memeriksa apakah akta tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses pendaftaran 
yang sah, dan apakah telah terjadi peralihan penguasaan fisik secara nyata terhadap tanah tersebut. 
Dalam penyelesaian sengketa pertanahan, akta jual tanah umumnya diajukan sebagai alat bukti 
tertulis primer oleh pihak penggugat atau tergugat. Namun, alat bukti ini seringkali didampingi 
oleh alat bukti lain seperti sertifikat hak atas tanah, bukti pembayaran pajak (BPHTB dan PPh), 
bukti pembayaran harga jual, surat pernyataan, bukti penguasaan fisik (foto, saksi), hingga bukti 
korespondensi antara para pihak. Dalam hal ini, akta jual tanah menjadi bagian penting dari 
rangkaian bukti yang saling menguatkan posisi hukum para pihak. 

Secara empiris, banyak sengketa pertanahan yang berawal dari transaksi jual beli di bawah 
tangan, atau akta jual beli yang tidak ditindaklanjuti dengan proses balik nama atau pendaftaran ke 
BPN. Transaksi semacam ini menyebabkan pembeli tidak memiliki bukti kuat yang diakui dalam 
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sistem hukum formal. Akibatnya, ketika timbul sengketa, posisi hukum pembeli menjadi lemah 
karena tidak dapat membuktikan secara formil bahwa ia adalah pemilik sah. Inilah mengapa akta 
jual tanah yang dibuat oleh PPAT menjadi sangat penting, karena dapat menjadi pembuktian awal 
yang sah bahwa peralihan hak telah dilakukan secara resmi dan sesuai hukum. 

Di samping itu, pengaturan tentang PPAT yang dituangkan dalam Peraturan Kepala BPN 
Nomor 1 Tahun 2006 juga menegaskan bahwa PPAT wajib memastikan semua data yang 
digunakan dalam pembuatan akta adalah benar dan sesuai dengan kondisi objek tanah. Dalam hal 
ini, tanggung jawab PPAT tidak hanya administratif, tetapi juga substantif, dan akta yang dibuatnya 
dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila terbukti lalai atau melakukan 
rekayasa. 

Dalam beberapa kasus, pengadilan juga memperhatikan peran dan kualitas akta dalam 
menilai perkara. Akta jual tanah yang dibuat dengan prosedur lengkap, dihadiri oleh para pihak, 
disertai dokumen pendukung yang sah, dan telah didaftarkan secara resmi, akan mendapatkan 
bobot pembuktian yang lebih tinggi dibanding akta yang dibuat secara manipulatif atau yang dibuat 
hanya berdasarkan surat kuasa. Oleh karena itu, kualitas akta menjadi penentu utama dalam 
keberhasilan pembuktian di pengadilan. 

Dalam menghadapi kompleksitas sengketa pertanahan di Indonesia, pembaruan sistem 
hukum dan praktik pembuktian terus dilakukan, termasuk digitalisasi dokumen pertanahan dan 
pendaftaran elektronik. Dalam konteks ini, akta jual tanah juga diarahkan menuju bentuk 
elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5 Tahun 2020. Akta 
elektronik ini diharapkan dapat memperkuat integritas, transparansi, dan efektivitas sebagai alat 
bukti hukum, sekaligus mengurangi potensi pemalsuan dan manipulasi data. 

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kedudukan akta jual tanah 
dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia sangatlah penting dan menentukan. Ia 
berfungsi sebagai alat bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna, asalkan 
dibuat secara sah, memenuhi prosedur hukum yang berlaku, dan tidak terbukti cacat hukum. 
Dalam praktik pengadilan, akta jual tanah menjadi basis utama dalam menilai keabsahan peralihan 
hak dan posisi hukum para pihak. Namun demikian, untuk menjamin efektivitasnya sebagai alat 
bukti, akta tersebut harus dilengkapi dengan tindakan hukum lanjutan seperti pendaftaran tanah, 
penguasaan fisik, dan itikad baik. Dengan sistem hukum yang kuat dan implementasi yang tertib, 
akta jual tanah akan terus menjadi fondasi penting dalam menegakkan kepastian hukum dan 
keadilan dalam bidang pertanahan di Indonesia. 

Kedudukan akta jual tanah juga tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum pendaftaran tanah 
di Indonesia yang menganut sistem pendaftaran negatif yang mengandung unsur positif. Artinya, 
meskipun sertifikat hak atas tanah merupakan bukti hak yang kuat dan diakui dalam sistem hukum 
nasional, kekuatan absolutnya tetap dapat digugat apabila terdapat pihak lain yang dapat 
membuktikan haknya secara lebih kuat dan sah. Dalam konteks ini, akta jual tanah menjadi salah 
satu instrumen penting untuk menguji dan menilai kebenaran serta legalitas peralihan hak yang 
tercantum dalam sertifikat tanah tersebut. 

Perdebatan dalam praktik hukum sering kali muncul ketika akta jual tanah dan sertifikat hak 
atas tanah menunjukkan data yang tidak sinkron. Hal ini bisa terjadi akibat kelalaian administratif 
dalam proses pendaftaran, atau akibat transaksi ganda yang tidak terdeteksi oleh sistem 
pertanahan. Dalam kasus seperti itu, hakim akan menguji kebenaran materiil dari masing-masing 
bukti, termasuk menilai keabsahan akta jual tanah. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan 
beberapa aspek, antara lain: tanggal dan waktu pembuatan akta, siapa PPAT yang membuatnya, 
kehadiran para pihak, keabsahan data identitas, serta adanya saksi yang menguatkan. Dalam hal ini, 
akta yang dibuat lebih dahulu secara hukum dan memenuhi semua persyaratan formil serta 
materiil dapat dikedepankan sebagai alat bukti yang lebih kuat, meskipun belum didaftarkan ke 
kantor pertanahan. 

Akta jual tanah juga berfungsi sebagai pelindung hukum bagi pihak ketiga yang beritikad 
baik. Jika seseorang membeli sebidang tanah dan transaksi tersebut dibuktikan dengan akta jual 
tanah yang sah dan telah dilakukan sesuai prosedur, maka hukum memberikan perlindungan 
terhadap pihak pembeli tersebut, terutama jika ia telah menguasai secara fisik dan melakukan 
pendaftaran. Dalam prinsip hukum perdata, pihak yang beritikad baik dan memperoleh hak secara 
sah akan mendapat perlindungan hukum, termasuk dalam hal sengketa yang kemudian timbul dari 
pihak yang merasa haknya dilanggar. Di sinilah pentingnya prinsip kehati-hatian dalam transaksi 
jual beli tanah dan pentingnya peran akta jual tanah sebagai bukti formalitas dan legalitas. 
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Fungsi pembuktian dari akta jual tanah tidak terbatas pada proses litigasi di pengadilan saja, 
tetapi juga sangat penting dalam proses mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif (non-litigasi), 
seperti melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau lembaga mediasi yang difasilitasi oleh 
notaris atau pemerintah daerah. Dalam konteks ini, akta jual tanah sering menjadi dokumen utama 
yang dijadikan dasar negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan memiliki akta otentik, 
posisi hukum pihak yang memegangnya lebih kuat dan berpeluang lebih besar untuk mendapatkan 
pengakuan atau kesepakatan dalam proses penyelesaian damai. 

Dari sisi perlindungan hukum, akta jual tanah juga memberikan jaminan bahwa PPAT 
sebagai pejabat publik bertanggung jawab atas isi dan proses pembuatan akta. Jika suatu hari 
terjadi gugatan hukum yang menyangkut keabsahan akta, maka tanggung jawab PPAT juga dapat 
dimintakan, baik secara administrasi maupun hukum pidana jika terbukti terjadi pelanggaran, 
seperti pemalsuan data atau pembuatan akta tanpa kehadiran pihak. Hal ini telah ditegaskan dalam 
sejumlah putusan Mahkamah Agung, seperti dalam Putusan No. 3249 K/Pdt/2016, di mana 
pengadilan membatalkan akta jual tanah yang dibuat oleh PPAT karena ditemukan bukti bahwa 
akta dibuat tanpa kehadiran salah satu pihak dan berdasarkan keterangan palsu. 

Selanjutnya, dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan ahli waris atau pihak ketiga yang 
tidak tercantum dalam akta jual tanah, keberadaan akta menjadi pembeda antara hak formal dan 
klaim yang bersifat normatif atau sosial. Misalnya, dalam perkara di mana ahli waris merasa tidak 
dilibatkan dalam proses penjualan tanah warisan, padahal akta menunjukkan bahwa semua pihak 
ahli waris telah menandatangani perjanjian jual beli. Dalam kasus seperti ini, pembuktian menjadi 
krusial. Jika pihak ahli waris yang menggugat tidak dapat membuktikan adanya pemalsuan tanda 
tangan atau bahwa mereka berada di bawah tekanan, maka akta jual tanah tetap sah dan memiliki 
kekuatan pembuktian sempurna. 

Kekuatan pembuktian akta jual tanah juga diperkuat oleh fakta bahwa proses pembuatan 
akta di hadapan PPAT telah melewati serangkaian pemeriksaan formal, termasuk pengecekan 
sertifikat di BPN (melalui layanan SKPT atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), pemeriksaan 
pembayaran pajak (BPHTB dan PPh), hingga pengecekan keabsahan data para pihak. Dengan 
demikian, akta jual tanah mencerminkan bahwa transaksi tersebut telah dilakukan secara legal dan 
tersistem, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Hal ini yang 
menjadi dasar bahwa dalam praktik peradilan, akta jual tanah seringkali menjadi kunci utama 
pembuktian legalitas transaksi tanah, apalagi jika didukung oleh dokumen lain seperti kuitansi 
pembayaran, foto kegiatan transaksi, atau rekaman pernyataan saksi. 

Seiring dengan perkembangan digitalisasi dokumen, pemerintah melalui Kementerian 
ATR/BPN juga mulai mendorong digitalisasi proses pertanahan termasuk akta-akta tanah. Hal ini 
membuka ruang baru bagi peningkatan efisiensi dan keamanan dokumen, termasuk dalam 
pembuktian hukum. Akta jual tanah secara elektronik atau e-akta di masa depan diharapkan akan 
mengurangi celah pemalsuan dan konflik dokumen, karena akan terintegrasi langsung dengan 
sistem informasi pertanahan nasional. Dengan sistem digital yang transparan dan akuntabel, 
kekuatan akta sebagai alat bukti juga semakin diperkuat, sekaligus memberikan kepastian hukum 
bagi masyarakat. 

Namun demikian, ada pula sejumlah tantangan yang dihadapi dalam praktik. Salah satu yang 
paling sering terjadi adalah keberadaan akta jual beli yang tidak didaftarkan dalam waktu lama 
oleh pihak pembeli, sehingga tidak terjadi balik nama sertifikat. Dalam keadaan seperti ini, jika 
muncul pihak ketiga yang mendaftarkan lebih dahulu berdasarkan akta yang dibuat belakangan, 
maka akan timbul sengketa hukum. Di sinilah pentingnya prinsip prioritas dan prinsip itikad baik 
yang akan dinilai hakim dalam memutus perkara. Meskipun akta yang lebih awal dibuat memiliki 
keunggulan formil, tetapi jika tidak didaftarkan, maka pembeli tersebut bisa dinilai lalai dalam 
menjalankan haknya, sementara pihak lain yang mendaftarkan lebih dahulu bisa mendapatkan 
perlindungan hukum. 

Dari sisi sistem hukum nasional, perlindungan terhadap pemegang akta jual tanah yang sah 
merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan, yang 
merupakan prinsip utama dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan sistem pendaftaran 
tanah. Akta jual tanah menjadi penghubung antara aspek perdata dan aspek administrasi negara, 
karena ia merepresentasikan kehendak para pihak dalam hukum perdata, tetapi juga menjadi 
syarat untuk masuk ke dalam sistem administrasi pertanahan negara. Dengan demikian, 
kedudukannya sangat vital dalam menjaga keabsahan hukum kepemilikan tanah sekaligus 
menghindari konflik berkepanjangan. 
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Secara keseluruhan, akta jual tanah merupakan fondasi penting dalam sistem hukum 
pertanahan Indonesia. Ia tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti peralihan hak atas tanah, tetapi 
juga sebagai bukti formil yang dapat menentukan arah putusan dalam sengketa kepemilikan. Dalam 
praktik peradilan, keberadaan akta jual tanah sering menjadi pembeda utama antara sengketa yang 
dapat diselesaikan secara cepat dan sengketa yang berlarut-larut akibat kurangnya bukti formal. 
Oleh karena itu, akta jual tanah bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi juga simbol penting 
dari tertib hukum dan administrasi dalam pengelolaan sumber daya agraria nasional. 
 
KESIMPULAN 

Pengaturan hukum terhadap akta jual tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia 
menunjukkan bahwa negara telah menetapkan fondasi yuridis yang kokoh guna memberikan 
kepastian, perlindungan, dan kemanfaatan hukum dalam transaksi pertanahan. Akta jual tanah 
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan dokumen otentik yang memiliki 
kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai peralihan hak atas tanah, sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Kepala BPN Nomor 
8 Tahun 2012 tentang PPAT. Dalam sistem pendaftaran tanah yang menganut prinsip negatif 
mengandung unsur positif, akta jual tanah menjadi syarat utama dalam proses balik nama dan 
penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh negara. Kewajiban pendaftaran transaksi jual beli tanah 
menjadi salah satu wujud upaya negara dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan serta 
menghindari sengketa kepemilikan tanah di kemudian hari. Dengan demikian, akta jual tanah 
berfungsi sebagai instrumen legal yang tidak hanya mencerminkan kehendak para pihak dalam 
hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai dokumen administratif yang melekat pada sistem 
pertanahan nasional. Pengaturan yang jelas terhadap bentuk, prosedur, dan syarat formil 
pembuatan akta oleh PPAT memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi transaksi pertanahan 
serta mendorong transparansi dalam penguasaan tanah. Oleh karena itu, keberadaan akta jual 
tanah bukan hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai instrumen penting yang mendukung 
perlindungan hak-hak atas tanah dan menciptakan tatanan hukum yang tertib dan berkeadilan 
dalam sistem pertanahan di Indonesia. 

Kedudukan Akta Jual Tanah sebagai Alat Bukti Hukum dalam Penyelesaian Sengketa 
Pertanahan, Dalam praktik hukum pertanahan di Indonesia, kedudukan akta jual tanah sebagai alat 
bukti hukum sangat vital dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan dan peralihan hak atas tanah. 
Sebagai akta otentik yang dibuat oleh PPAT, akta jual tanah memiliki kekuatan pembuktian 
sempurna sejauh tidak dapat dibuktikan sebaliknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH 
Perdata dan praktik yurisprudensi yang berkembang. Dalam proses peradilan, akta ini menjadi 
bukti primer untuk menunjukkan legalitas peralihan hak, kebenaran kehendak para pihak, serta 
adanya pemenuhan prosedur hukum formal yang sah. Hakim dalam menyelesaikan sengketa 
pertanahan kerap menilai keabsahan dan kronologis akta jual tanah untuk menentukan siapa yang 
berhak secara hukum atas sebidang tanah yang disengketakan. Selain itu, akta jual tanah juga 
menjadi alat pembuktian yang penting dalam proses mediasi atau penyelesaian non-litigasi, baik di 
Badan Pertanahan Nasional maupun forum alternatif lainnya. Kekuatan akta ini juga memberikan 
perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, selama mereka memperoleh hak dengan 
prosedur sah dan membuktikannya dengan akta jual tanah yang sah pula. Di sisi lain, potensi 
sengketa tetap bisa muncul apabila akta dibuat tanpa kehati-hatian, misalnya tanpa kehadiran 
pihak atau terjadi manipulasi data, yang dapat mengarah pada pembatalan atau gugatan perdata 
maupun pidana. Oleh karena itu, akta jual tanah memegang peran sentral dalam menjaga tertib 
administrasi pertanahan sekaligus menjadi penentu kekuatan posisi hukum dalam proses 
penyelesaian konflik tanah. Kedudukannya tidak hanya penting dalam proses hukum, tetapi juga 
merefleksikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam sistem agraria 
nasional. 
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